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Abstrak : Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik itu 
merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, 
dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan 
tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan 
dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka 
sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga 
negara.  
 
Kata Kunci : Peranan, Partai, Politik, Pendidikan 
  
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan Negara yang menghormati kemerdekaan 
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak 
asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat 
kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. 
Hak untuk berserikat dan berkumpul dimaksud kemudian diwujudkan dalam 
pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem 
politik Indonesia. 
Sebagai Negara berkembang, Indonesia berusaha untuk 
membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan 
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kedaulatannya pada Tahun 1945. Para pendiri Negara (founding fathers) 
berkeinginan kuat agar sistem politik Indonesia mampu mewujudkan 
pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. 
Bentuk dari penghargaan dan kemerdekaan berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat dari negara kepada masyarakat, dapat terlihat dari 
perkembangan Partai Politik dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Pada 
periode awal kemerdekaan, Partai Politik dibentuk dengan derajat 
kebebasan yang luas bagi setiap warga Negara untuk membentuk dan 
mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga calon-calon independen 
yang tampil sendiri sebagai peserta Pemilu tahun 1955. 
Sistem multi partai terus dipraktikkan sampai awal periode Orde Baru 
sejak tahun 1966. Padal pemilu tahun 1971, jumlah partai politik masih 
cukup banyak, namun pada pemilu tahun 1977, jumlah partai politik mulai 
dibatasi hanya tiga saja. Bahkan secara resmi yang disebut sebagai partai 
politik hanya dua saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 
Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sedangkan Golkar tidak disebut sebagai 
partai politik, melainkan golongan karya saja, suasana ini tetap bertahan 
hingga Pemilu 1997, pada Pemilu 1999 kembali kita dihadapkan pada 
banyak partai politik dalam pelaksanaan Pemilihan umum Legislatif, jika 
sekarang ada semangat untuk pengurangi jumlah Partai Politik yang ikut 
serta dalam Pemilihan Umum, maka semua itu mestilah dipandang sebagai 
bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses Demokrasi. 
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Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari 
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi 
penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk 
menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Makna demokrasi 
dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah negara sebagai 
sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, 
negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. 
Partai politik berperan sebagai pilar penyangga demokrasi, yang 
berarti keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah 
situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karenanya partai politik memegang 
peran utama dalam pendidikan politik dan sudah selayaknya jika partai 
politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. 
Partai politik perlu ditata dan diarahkan pada dua hal utama, yaitu, 
pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau 
sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip 
dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku 
partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang 
memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan 
politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi 
partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat 
melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang 
efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki 
kemampuan di bidang politik. 
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Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
19452. memiliki peran yang strategis untuk memaparkan proses 
pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung 
jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
kepada masyarakat. 
Fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut : 
1. Fungsi Artikulasi Kepentingan 
Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan sebagai 
kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang 
masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan 
kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam 
pembuatan kebijakan publik. Pemerintah dalam mengeluarkan 
keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai 
sebagai kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat3. 
2. Fungsi Agregasi Kepentingan 
                                                             
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 
Politik. 
3 Koirudin. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta 2004. h. 86 
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Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-
tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, 
digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. 
Agregasi kepentingan dijalankan dalam “system politik yang tidak 
memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu 
terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan 
militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen4. 
3. Fungsi Sosialisasi Politik 
Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan 
nilai- nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang 
dianut oleh suatu Negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau dengan 
kata lain untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan 
waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti5. 
4. Fungsi Rekrutmen Politik 
Tujuan partai politik dimanapun mereka berada adalah dalam 
rangka meraih kekuasaan. Untuk itu, mereka perlu melakukan 
rekruitmen terhadap pemimpin-pemimpin politik yang mampu 
menopang kekuasaan yang mereka raih. Partai politik pastinya akan 
menempatkan anggotanya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis 
di pemerintahan6. 
5. Sebagai Sarana Control Pemerintah 
                                                             
4 Ibid, h. 92 
5 Ibid, h. 94 
6 Budi Winarno. Sistem Politik Indonesia era Reformasi. Medpress, 
Jakarta 2008. h. 98 
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Terdapat dua mekanisme partai politik dalam menyalurkan sikap 
kritis terhadap pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan 
dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga 
legislatif. Lembaga legislatif ini mempunyai beberapa fungsi, bisa 
sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan 
undang-undang yang akan diimplemantasikan pemerintah. 
Ketika partai politik melihat ketidak beresan dalam situasi dan 
kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan 
Undang- Undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini 
tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola 
pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi 
negosiasi politik antar fraksi. Kedua, partai politik dapat menyuarakan 
analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya 
dengan jalan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. 
Bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan 
opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik7. 
Demokrasi yang substansial itu nilai-nilai esensial dalam artian 
nilai-nilai kedaulatan rakyat, nilai-nilai egaliter, kesederajatan, nilai-nilai 
menghormati perbedaan, nilai-nilai menghormati kemanusiaan, 
perdamaian, nilai-nilai dalam rangka untuk melakukan satu rekruitmen 
                                                             
7 Firmanzah. Mengelola Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 
2008. h. 73 
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pilitik secara terbuka, demokratis. Muara dari nilai-nilai tersebut itu tidak 
lain adalah nilai-nilai kesejahteraan untuk kebaikan bersama8. 
Partai politik diharapkan melahirkan komunikator-komunikator 
politik, yang merupakan peran strategis dari seorang politisi suatu partai. 
Politisi sebagai komunikator politik, memainkan peran sosial yang 
utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik, karena politisi 
berkomunikasi sebagai wakil dari suatu kelompok dan pesan-pesan 
politisi adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan 
kepentingan politik, yang artinya komunikator politik mewakili 
kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum, maka politisi mencari 
pengaruh melalui komunikasi9. 
Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194510. 
Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas menerangkan 
bahwa peran partai politik dalam membangun proses demokrasi di 
Indonesia belum dikatakan berhasil, bahkan dapat dikatakan jauh api 
dari panggang, masih jauh dari yang diharapkan dengan berbagai 
                                                             
8 Ahmad Zacky Siradj. Akbar Tandjung: Kebijakan Partai Golkar Dalam 
Membangun Demokrasi Dan Budaya Politik, Dalam Buku Membangun Demokrasi 
Melahirkan Negarawan. Jakarta: Bidang Penanganan Kerawanan Sosial Dewan Pimpinan 
Pusat Partai Golkar. 2012. h. 116  
9 Nimmo, komunikasi politik: Komunikator, Pesan dan Media. Remaja 
Rosdakarya.Bandung, 1993. h. 72 
10 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum 
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macam permasalahan yang dihadapi dan kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam tiap Pemilihan umum. Sehingga perlu menkaji lebih 
dalam tentang peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik 
kepada masyarakat. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Demokrasi  dan Kedaulatan 
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti 
rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat 
diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, secara 
terminologis demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. 
Dengan kata lain, kedulatan rakyat mengandung pengetian bahwa sistem 
kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara dibawah kendali rakyat11. 
Secara terminologi demokrasi dapat diartikan sebagai berikut, 
misalnya : 
1. Menurut Koentjoro Poerbopranoto dalam bukunya Sistem 
Pemerintahan Demokrasi, menyatakan demokrasi adalah suatu sistem 
pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) 
adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. 
                                                             
11 R.Masri Sareb Putra, Etika dan Tertib Warga Negara, Jakarta 2010, 
Salemba Humanika,h. 148 
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2. Afan Gafar menyatakan ada dua macam pemahaman tentang 
demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara 
empirik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan 
sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh 
sebuah negara, seperti ungkapan ”Pemerintahan Dari Rakyat, Oleh 
Rakyat dan Untuk Rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya 
diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya 
dalam UUD 1945 sebagai pemerintahan Republik Indonesia yakni : 
a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat (2)); 
b. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
Undang-Undang (pasal 28); 
c. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk meribadat menurut agama dan 
kepercayaannya itu (pasal 29 ayat (2))12. 
Konsekuensi dari kedaulatan rakyat yang diwakilkan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah dengan adanya mekanisme 
bagaimana mekanisme dapat dilaksanakannya kedaulatan rakyat 
tersebut kepada wakil rakyat13. Untuk keperluan itulah diselenggarakan 
                                                             
12 Cholisin, et al. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas VIII edisi 
ke 4. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan nasional, Jakarta 2008. h. 43 
13 Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan tidak dapat berpindah 
kepada pihak lain karena dia mempunyai sifat Tunggal, Asli, Abadi dan Tidak dapat dibagi-
bagi. 
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pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Penyelenggaraan 
demikian menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, pendapat 
atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama 
dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke 
waktu. Kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat 
berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena 
faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat 
rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah 
penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (new voters). 
Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan 
maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di 
bidang legislatif maupun eksekutif14. 
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar. Pemilik kedaulatan dalam Negara Indonesia adalah rakyat. 
Pelaksanaan kedaulatan ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. 
Pelaksanaan kedaulatan Negara Indonesia menurut Undang-Undang 
Dasar 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga Negara yang berfungsi 
menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan 
rakyat. 
                                                             
14 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekjend 
Mahkamah Kosntitusi RI,Jakarta: 2006, h. 170 
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Bahkan gagasan bahwa Negara Republik Indonesia adalah 
negara yang berkedaulatan rakyat diuraikan lebih lanjut dalam 
penjelasan UUD sebagai pokok pikiran keempat dari Pembukaan UUD 
1945. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “Pembukaan” 
ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan 
permusyawaratan perwakilan. “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Teori atas 
kedaulatan rakyat yang berlaku di Indonesia mendukung atas hukum 
dan menjamin kebebasan dari pada warganegaranya. Dalam pengerian 
bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas 
perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak 
membuat adalah rakyat itu sendiri, maka kalau begitu undang-undang 
itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak 
rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau 
kedaulatan. 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat sebagai Hak Asasi Manusia yang harus dilaksanakan untuk 
mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, 
dan berdasarkan hukum15. 
                                                             
15 Sri Soemantri M, Perngantar Perbandingan Hukum Tata Negara, 
Rajawali Pers, Jakarta 1998. h. 27 
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Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah 
manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa 
sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. 
Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan 
Undang-Undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari 
kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Bahwa yang penting 
adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari 
sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga 
negaranya16. 
 
Esensi Partai Politik 
Partai politik itu memiliki orientasi untuk memperoleh kekuasaan, 
tetapi partai politik juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan 
konstituen partai yang notabene adalah landasan besar bagi suatu partai 
politik. Untuk itu partai harus secara kontinyu melaksanakan fungsi-
fungsinya dalam mengabdikan dirinya pada masyarakat. 
Menurut Mac Iver, partai politik adalah “suatu kumpulan 
terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan (policy) 
yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara sesuai dengan 
konstitusi atau Undang-undang agar menjadi penentu cara melakukan 
pemerintahan”17. Kumpulan atau perkumpulan yang dibentuk akan adanya 
                                                             
16 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, 
Sinar Bakti, Jakarta 1988, h. 153-154 
17 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 
Indonesia, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta1988, h. 65 
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suuatu prinsip atau kebijaksanaan dari setiap anggota yang diakomodir 
oleh partai menjadi kepentingan bersama adalah dasar semangat 
bagaimana partai politik berjalan, tidak munggkin sebuah partai hadir tanpa 
adanya suatu kepentingan yang sekaligus menjadi tujuan partai tersebut. 
Karena hadir untuk mengakomodir kepentingan bersama, banyak 
orang yang awalnya memiliki kesamaan kepentingan, orientasi dan cita-cita 
akhirnya menyatu membuat suatu perkumpulan sehingga ada legitimasi 
atau kekuatan politik untuk melakukan sebuah aktifitas politik. Walaupun 
tidak bisa dipungkiri tanpa berpartaipun, seseorang dapat terlibat aktif 
dalam kegiatan politik, hanya perlu disadari bahwa secara sosial politik, 
kekuatan (power) seorang individu tak mampu mengalahkan kekuatan 
kelompok yang terorganisir. 
Suatu partai politik dapat timbul karena : 
1. Sekumpulan orang bersama-sama mencintai orang atau keturunan dari 
orang tertentu dan melahirkan partai. Misalnya partai raja, Partai 
Bonaparte, namun partai-partai ini sudah hampir tidak ada di jaman 
sekarang ini; 
2. Sekumpulan orang mempunyai kepentingan yang sama seperti partai 
buruh, partai tani, dan lain sebagainya; 
3. Adanya asas dan cita-cita politik yang sama seperti partai nasionalis, 
partai komunis dan lain sebagainya; 
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4. Adanya persamaan dalam kepercayaan seperti partai islam, partai 
katolik dan lain-lain18. 
Partai politik dengan demikian menjadi salah satu instrumen penting 
untuk memobilisasi masyarakat ke dalam kekuasaan negara Kegiatan 
seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. 
Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui turut serta 
dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta dalam 
pembentukan kebijaksanaan umum19.  
Partai politik pada dasarnya adalah alat untuk memperoleh 
kekuasaan dan untuk memerintah. 
1. Partai Politik Sebagai Badan Hukum 
Dalam membentuk atau mendirikan suatu partai politik, 
setidaknya harus di didirikan oleh setidaknya tiga puluh orang (30) 
warga negara Indonesia yang telah berusia dua puluh satu (21) tahun 
atau telah menikah dari setiap Provinsi dan didaftarkan dengan 
menggunakan akta Notaris oleh paling sedikit lima puluh (50) orang 
pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai. 
Dalam akta pendirian suatu partai politik haruslah memuat 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan partai 
di tingkat pusat. Kepengurusan pusat haruslah mengakomodir 
                                                             
18 Moh. Tolchah Mansoer, Demokrasi Sepanjang konstitusi, Nurcahya, 
Yogyakarta1981. h.5-6 
19 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusialisme Indonesia, Konpress, 
Jakarta2006, h.35.lihat juga Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 
Konpress, Jakarta, 2006, h. 24. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian 
Konstitusional di Berbagai Negara, Konpress, Jakarta2006, h.1-9 
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peranserta dari keterwakilan perempuan sebanyak tiga puluh 
perseratus (30%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai 
politik merupakan badan hukum yang dibentuk dengan suatu akta 
notariat. 
2. Fungsi Patai Politik 
Adapun fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik, 
diantaranya: 
a. Fungsi artikulasi kepentingan, adalah suatu proses penginputan 
berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-
wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar 
kepentigan, tuntutan dan kelompoknya dapat terwakili dan 
terlindungi dalam pembuatan kebijkan publik; 
b. Fungsi agregasi kepentingan, merupakan cara bagaimana 
tuntutan- tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok 
yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif 
pembuatan kebijakan publik; 
c. Fungsi sosialisasi atau pendidikan politik, adalah partai politik 
mampu melakukan sosialisasi politik untuk memperkenalkan 
nilai- nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau 
dianut oleh suatu negara; 
d. Fungsi rekruitmen politik, adalah proses seleksi atau rekruitmen 
anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam 
jabatan-jabatan administrasi maupun politik; 
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e. Fungsi komunikasi politik, adalah salah satu fungsi yang 
dijalankan oleh partai politik dengan struktur yang tersedia, 
mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik; 
f. Fungsi Partisipasi Politik, Mobilitas warga negara dalam 
kehidupan dan kegiatan politik merupakan fungsi khas dari Partai 
Politik. Zaman modern Partai Politik dibentuk ketika semakin 
banyak jumlah rakyat yang diberi hak pilih, dan ketika kelompok-
kelompok masyarakat menuntut bahwa mereka harus diberi hak 
untuk bersaing untuk memperebutkan suatu jabatan 
pemerintahan; dan 
g. Fungsi Pembuatan Kebijakan, Jelas bahwa suatu partai akan 
berusaha untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan 
secara kontitusional. Dan sesudah dia mendapatkan kekuasaan 
dalam pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif maupun 
legislatif maka dia akan mempunyai dan memberikan 
pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan 
digunakan dalam suatu pemerintahan20. 
Miriam Budiardjo menyebutkan ada 4 fungsi partai politik dalam 
negara yang demokratis21, yaitu : 
a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik 
                                                             
20 Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta 2004. 
21 Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta 2000, h. 
163 
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Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi 
masyarakat dan menekan kesimpang-siuran pendapat di masyarakat. 
Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi 
anggota masyarakat yang senada (interest aggregation) agar dapat di 
rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (interest articulation). 
Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu 
usulan kebijak(sana)an, untuk diajukan kepada pemerintah agar 
menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas 
membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus 
informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. 
b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik Dalam 
usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik 
akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. 
Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi 
pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan 
tanggungjawabnya sebagai warga negara. 
Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud 
nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar 
dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai 
usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai 
politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan 
masyarakat luas. 
c. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik 
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Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang 
yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik 
tersebut (political recruitment). Hal ini merupakan suatu usaha untuk 
memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekruitmen politik yang di 
arahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk 
mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai 
politik. 
d. Sarana Pengatur Konflik 
Partai politik bertugas mengatur konflik yang muncul di 
masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang 
memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Dalam hal ini partai 
politik diharapkan dapat meredam dan menyelesaikan konflik- konflik 
yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat yang 




Peran Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat 
Salah satu fungsi pokok partai politik adalah memberikan pendidikan 
politik kepada anggota dan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat 
sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang diberikan kepada publik 
antara lain berupa nilai- nilai luhur bangsa, dan/atau pemupukan rasa 
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kepercayaan/ideologi partai politik yang bersangkutan, termasuk 
menanamkan visi misi Parpol yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang 
ditentukan. Bila peran partai politik tersebut dilaksanakan sebagaimana 
mestinya, maka para konstituen memiliki kedewasaan politik serta punya 
wawasan kebangsaan yang kuat. Dengan kata lain, pembekalan yang 
diberikan Parpol kepada masyarakat berkisar tentang hakdan kewajiban 
anggota masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi mendukung 
kebijakan partai pada khususnya, umumnya kepentingan nasional yang 
lebih luas. Lebih jauh dari itu, masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan 
kehendak politik partai dengan tingkat kedewasaan serta wawasan 
kebangsaan yang mantap. 
Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan 
istilah political sosialization. Istilah political sosialization jika diartikan secara 
harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh 
karena itu dengan mengunakan istilah political sosialization banyak yang 
mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, 
karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, 
sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. 
Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi 
politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara 
pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat 
mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol 
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politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, 
pemerintah, dan partai politik. 
Pendidikan politik ini mengandung tiga pengertian penting, yakni: 
Pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk 
mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan di 
maksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela 
antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga, perbuatan 
tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran 
berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. 
Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukan bahwa 
Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan 
dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan 
pengetahuan (kognisi), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (afeksi) dan 
mewujudkan kecakapan (psikomotorik) warga sebagai individu maupun 
sebagai anggota kelompok. Oleh karenanya, materi-materi pendidikan 
politik yang harus disampaikan harus mencakup hal-hal sebagai berikut : 
Pertama, posisi individu dalam kehidupan bernegara. Kedua, posisi 
konstitusi dalam kehidupan bernegara. Ketiga, posisi negara dalam 
menjalin relasi dengan warganya.Keempat, posisiindividu, negara, dan 
konstitusi dalam konstelasi politik terkini. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan 
atau aspirasi kebijakan itu diwujudkan, sehingga dapat diharapkan 
Peranan Partai Politik Dalam Membangun….. Azies Bauw 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2013 65 
 
mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang 
resmi22. 
Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan 
agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap 
dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran 
pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-
masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-
ubah. Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan 
kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus 
berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian integral dari keseluruhan 
pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang 
telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia. 
Landasan pendidikan politik di Indonesia terdiri dari : 
1. Landasan ideologis, yaitu Pancasila. 
2. Landasan konstitusi, yaitu UUD 1945. 
3. Landasan operasional, yaitu GBHN. 
4. Landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan 
Proklamasi 17 Agustus 1945. 
Landasan tersebut diatas merupakan landasan pokok pendidikan 
politik yang disertai landasan kesejarahan. Hal ini penting karena warga 
                                                             
22 Rudasi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah Pada Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta 2005, h. 37-38 
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Negara harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa, agar memiliki jiwa, 
semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945. 
Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas 
agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara, 
penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuanbangsa 
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun, dan 
penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan 
kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia dan rekrutmen 
politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi 
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan, tanpa membedakan jenis 
kelamin. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu politisi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) Mathelda Jakadewa yang menyatakan : 
Bahwa Pendidikan politik ini dipahami sebagai perbuatan memberi 
latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas 
dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan 
dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, 
sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran 
berdemokrasi dalam kehidupan bernegara dan terwujudnya 
pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan 
masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, 
mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia, 
tanpa membedakan laki-laki atau perempuan23. 
 
Tujuan pendidikan politik adalah merupakan pedoman kepada 
generasi muda Indonesia guna meningkat kesadaran kehidupan berbangsa 
                                                             
23 Wawancara Dengan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, tanggal 03 Desember 2012 
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dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya adalah 
menciptakan genarasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang 
Dasar 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia 
Indonesia seutuhnya, bahwa pendidikan politik itu ditujukan pada generasi 
muda Indonesia untuk meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak 
dibarengi dengan usaha yang nyata di lapangan. Penyelenggaraan 
pendidikan politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik 
yang akan diterapkan dimasyarakat nantinya. Oleh karena itu, bentuk 
pedidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya 
penyelenggaraan pendidikan politik ini. 
Adapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dapat 
berupa sosialisasi, seminar dan training, namun dari semua bentuk yang 
disuguhkan sesungguhnya tidak menjadi persoalan. Aspek yang terpenting 
adalah bahwa untuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi 
simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada 
arah yang tepat, yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap 
masyarakat terhadap masalah politik. Selain itu, untuk pendidikan politik 
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yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (sense of 
belonging) yang tinggi terhadap tanah air, Bangsa dan Negara24. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu politisi PKPI sekaligus 
sebagai Ketua DPC Partai PKPI Kota Jayapura, Ir. H. Junaedi Rahim, IAI 
yang menyatakan bahwa „Partai politik juga memiliki tugas konstitusional 
yang sangat penting. Yaitu mempersiapkan calon pemimpin bangsa di 
eksekutif maupun legislatif, yang artinya partai politik seharusnya mampu 
menghasilkan kader-kadernya untuk menjadi calon pemimpin bangsa 
melalui pendidikan politik dengan kapasitas yang diperlukan, memiliki 
integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi. Untuk 
menghasilkan calon pemimpin bangsa seperti yang tersebut diatas, Partai 
politik harus menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan politik yang 
strategis bagi anggota dan masyarakat luas agar dapat mencapai tugas 
yang menjadi tanggungjawab partai politik dan yang lebih umum dari 
pendidikan politik adalah menjadikan warga negara Indonesia yang sadar 






                                                             
24 Rusadi Kartaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model 
Penanggantar. Bandung2004, Sinar Algensindo, h. 56 
25 Wawancara Dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai PKPI Kota 
Jayapura, tanggal 02 Desember 2012 
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Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut Adapun peran partai politik dalam memberikan 
pendidikan politik itu merupakan proses pembelajaran dan pemahaman 
tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik bisa diartikan 
sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala 
sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada 
massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara. Partai politik mengemban tugas yang 
sangat mulia untuk melakukan pendidikan politik pada rakyat, sesuai 
dengan amanat UUD 1945. 
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